UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1958
TENTANG
URUSAN PERUMAHAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

Bahwa dipandang perlu mengadakan peraturan-peraturan baru
tentang urusan perumahan, yang berlaku untuk seluruh Indonesia.

b. Bahwa oleh karena keadaan-keadaan yang mendesak, urusan
pemakaian perumahan perlu diatur dengan secara,;

Mengingat :

a. Pasal-pasal 26, 33 dan 96 dari Undang-undang Dasar Sementara
Republik Indonesia,

b. Undang-undang Keadaan Bahaya 1957 (Undang-undang No.74 tahun
1957, Lembaran-Negara tahun 1957 No0.160); Mendengar : Dewan
Menteri dalam sidangnya yang ke-97 pada tanggal 15 April 1958.

MEMUTUSKAN:

a. Mencabut : Semua peraturan-peraturan yang bertentangan dengan-
Undang-undang Darurat ini.

b. Menetapkan :

Undang-undang Darurat tentang Urusan Perumahan ,
PERATURAN UMUM
Pasal 1.

Dalam Undang-undang Darurat ini diartikan dengan perumahan
lalah bangunan-bangunan atau bagian-bagiannya, yang
diperuntukkan bagi atau dapat dipergunakan oleh seseorang
dan/atau perusahaan-perusahaan, jawatan-jawatan, lembaga-
lembaga dan badan-badan lain yang serupa dengan itu, untuk
didiami atau untuk ditempati.


http://www.djpp.depkumham.go.id

Undang-undang Darurat ini tidak berlaku untuk:

a. Bangunan-bangunan atau bagian-bagiannya yang
menurut atau berdasarkan peraturan-peraturan dari
Undang-undang Darurat ini ditetapkan sebagai berada
diluar pengurusan sesuatu Kantor Urusan Perumahan,;

b. Perumahan kepunyaan negara yang masuk pengurusan
sesuatu Kementerian dan/atau dipakai oleh sesuatu
perwakilan asing untuk pegawai-pegawai yang mempunyai
status diplomatic

Pasal 2.

Urusan perumahan diurus oleh Menteri Sosial selanjutnya
dalam Undang-undang Darurat ini disebut Menteri kecuali
apabila urusan itu atau sesuatu tugas yang khusus dalam
urusan perumahan oleh Menteri diserahkan kepada pejabat lain
dibawahnya.

Berdasarkan Undang-undang Darurat ini urusan perumahan
setempat sebagian atau seluruhnya dapat diserahkan kepada
daerah otonom dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 3.

Ditempat-tempat yang dipandang perlu oleh Menteri, setelah
mendengar pertimbangan Pemerintah Daerah yang
bersangkutan, didirikan Kantor-kantor Urusan Perumahan
Setempat.

Menteri mengangkat seorang Kepala Kantor Urusan Perumahan
Setempat.

Dewan Pemerintan Daerah c.q. Kepala Daerah yang
bersangkutan adalah Pengawas atas Kantor Urusan Perumahan
Setempat,

Pengawas yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini selanjutnya
dalam Undang-undang Darurat ini disebut Pengawas dalam
menjalankan kewajibannya berpedoman kepada petunjuk-
petunjuk, yang diberikan oleh atau atas nama Menteri, untuk
menyelenggarakan isi Undang-undang Darurat ini.

Apabila antara Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat dan
Pengawas terjadi perselisihan faham tentang sesuatunya
mengenai urusan perumahan, maka Mentri Sosial memberi
keputusan terakhir; sementara putusan Menteri Sosial belum
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diterima, maka putusan Pengawas boleh dijalankan.
Pasal 4.
Guna pelaksanaan kebijaksanaan Menteri mengenai urusan

perumahan dan untuk koordinasi penyelenggaraan urusan perumahan
seumumnya di seluruh Indonesia, maka di Kementerian Sosial diadakan
Kantor Pusat Urusan Perumahan.

Tugas Kantor Pusat Urusan Perumahan diatur oleh Menteri,
Pasal 5.

Ditempat-tempat dimana ada Kantor Urusan Perumahan Setempat,
diadakan Panitia Perumahan Setempat, yang terdiri dari sekurang-
kurangnya tiga dan sebanyak-banyaknya lima anggota, yang ditunjuk
oleh Dewan Pemerintah Daerah c.q. Kepala Daerah pada tempat itu.

Panitia Perumahan Setempat umumnya berkewajiban memberi
nasehat dan pertimbangan kepada Kepala Kantor Urusan Perumahan
Setempat.

Cara kerja serta penggantian ongkos-ongkos dari pekerjaan-pekerjaan
Panitia Perumahan Setempat diatur dengan peraturan dalam surat
keputusan Menteri.

BAB Il
TENTANG PEMAKAIAN PERUMAHAN
Pasal 6.

Pemakaian sesuatu perumahan hanya sah, apabila untuk itu lebih
dulu diberikan sehelai surat ijin oleh Kepala Kantor Urusan
Perumahan Setempat menurut bentuk yang telah ditetapkan oleh
Menteri.

ljin dimaksud dalam ayat 1 dapat diberikan kepada perseorangan atas
namanya dan/atau atas nama perusahaan-perusahaan, jawatan-
jawatan, lembaga-lembaga dan badan-badan lain serupa dengan itu.

Pasal 7.

Surat ijin perumahan tidak berlaku lagi, apabila tidak dipergunakan
dalam 30 hari sesudah hari tanggalnya, kecuali apabila di dalam surat
Ijin itu dicatat batas waktu yang lain, atau dalam waktu tersebut
batas waktu itu sudah diperpanjang; dalam hal ini maka surat ijin itu
tidak berlaku lagi sesudah dalam batas waktu yang telah
diperpanjang itu, ijin itu tidak juga dipergunakan. Surat ijin itu juga
tidak berlaku lagi, apabila yang diberi ijin telah mengakhiri
penempatan perumahan yang bersangkutan, sebagai yang dimaksud
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dalam pasal-pasal 39 dan 40, kecuali apabila oleh Kepala Kantor
Urusan Perumahan Setempat sudah diberi keputusan lebih dahulu
dengan tertulis, yang menyimpang dari ketentuan dalam pasal-pasal
39 dan 40 itu.

Pada surat ijin dapat dicantumkan syarat-syarat tentang lamanya,
sifat dan luasnya pemakaian.

Yang berhak atas surat ijin tidak boleh memindahkan haknya
berdasarkan surat ijin itu kepada orang lain.

Surat ijin dapat dicabut atau diubah apabila ternyata bahwa :

a. Bahan-bahan yang dipergunakan untuk mendapatkan surat
Ijin itu, sesudahnya surat ijin itu diberikan, ternyata tidak benar
atau kurang lengkap.

b. Kenyataan-kenyataan yang berisi bahan-bahan itu kemudian
sedemikian rupa berubahnya sehingga pengeluaran surat ijin
itu tidak akan terjadi, apabila perubahan-perubahan dari
kenyataan-kenyataan itu sudah diketahui pada saat
mengeluarkan surat ijin itu.

Perubahan itu tidak boleh dipandang satu perubahan umum
dengan arti yang luas, tetapi hanya yang dapat dipandang ialah
perubahan yang nyata dan langsung bersangkutan

a. dengan pemegang ijin yang sah;

b. Dengan status dari bangunan;

C. Dengan pemilik dari bangunan menurut hukum perdata.

ljin perumahan tidak dapat dicabut dengan tidak ada persetujuan
dari sipemegang ijin yang sah, kecuali dalam hal-hal yang tersebut di
dalam ayat 4, dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan di dalam
bab III.

Surat ijin untuk menempati perumahan tidak boleh dicabut,
sebelumnya untuk pemegang yang sah dari surat ijin itu tersedia atau
telah disediakan oleh Kantor Urusan Perumahan Setempat satu
perumahan lan yang layak baginya.

Pasal 8.
Yang tersebut dalam pasal 6 dan 7 tidak berlaku untuk pemakaian

ruangan-ruangan dirumah-rumah penginapan, yang ditunjuk dengan surat
keputusan oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat, apabila
pemakaian itu lamanya tidak lebih dari empat belas hari terus-menerus,
atau di dalam satu bulan takwin tidak melebihi jumlah empat belas hari.
Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat dapat memperpanjang batas
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waktu untuk pemakaian yang dimaksud di atas, apabila ada alasan yang
cukup.

BAB IlI
TENTANG PENGUASAAN SEMENTARA
ATAS PERUMAHAN
Pasal 9.

Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat dapat melakukan
penguasaan sementara supaya,;

a. Sesuatu perumahan diserahkan kepadanya untuk dikuasainya
sesuai dengan aturan-aturan dalam Undang-undang Darurat
ini;

b. Sesuatu perumahan diserahkan langsung kepada orang yang
ditunjuk olehnya;

Penguasaan sementara dilakukan dengan surat keputusan Kepala
Kantor Urusan Perumahan Setempat; sebelum surat keputusan itu
ditetapkan, Kepala tersebut meminta nasehat secara tertulis kepada
Panitia Perumahan Setempat,.

Dalam keadaan amat luar biasa dan dalam keadaan menjalankan
penguasaan itu tidak dapat dipertangguhkan lagi, maka permintaan
nasehat lebih dulu itu dapat diabaikan oleh Kepala Kantor Urusan
Perumahan Setempat karena :

a. Mengingat akan waktu yang bersangkutan dengan permintaan
nasehat lebih dulu itu, dan

b. Mengingat akan maksud tujuan penguasaan itu. Hal serupa itu
dicantumkan dalam surat keputusan; sehelai salinan surat
keputusan itu disampaikan dengan segera kepada Panitia
Perumahan Setempat.

Untuk mendapat nasehat yang dimaksudkan dalam ayat di muka ini,
maka Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat mengirimkan
kepada Panitia Perumahan Setempat rencana tuntutan yang akan
dijalankannya disertai dengan keterangan-keterangan yang beralasan.
Rencana dan keterangan-keterangan itu harus sedemikian adanya,
sehingga Panitia dapat kesempatan meninjau serta
mempertimbangkan semua hal seperti dimaksud dalam ayat 5 dari
pasal ini.

Dalam hal yang mendesak, Kepala dimaksud dalam ayat 3 di atas,
dapat segera mengemukakan rencana itu beserta keterangan-
keterangan dengan lisan kepada Panitia. Nasehat dari Panitia harus
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selalu dikeluarkan secara tertulis.

(4) Kepada mereka yang, menurut hukum perdata, berhak atas sesuatu
perumahan yang dituntut itu dan kepada mereka yang
mempergunakannya, atau jika perlu kepada kuasanya, diberi
kesempatan dengan secara lisan mengemukakan dan memberi
keterangan dari keberatan-keberatan mereka kepada Panitia; dalam
hal-hal yang luar biasa seperti dimaksudkan dalam ayat 2, maka
Kepala Kantorlah yang memberi kesempatan serupa itu kepada
mereka. Tiap-tiap penguasaan sementara atas perumahan batal,
apabila dilakukan dengan tidak memenuhi penetapan termaksud
dalam ayat ini.

(5) Keputusan untuk menguasai sementara sesuatu perumahan dan
keputusan untuk memberi nasehat serta pertimbangan, yang
bertujuan supaya penguasaan sementara itu dijalankan, hanya boleh
diambil apabila Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat dan
Panitia Perumahan Setempat berpendapat bahwa kepentingan yang
bersangkutan dengan penguasaan sementara itu lebih berat dari pada
kepentingan dan keberatan-keberatan mereka yang terkena oleh
penguasaan itu, yaitu mereka yang menurut hukum perdata
mempunyai sesuatu hak atas atau mereka yang mempergunakan
perumahan yang bersangkutan.

Pasal 10.

(1) Sesuatu penguasaan sementara hanya dapat dijalankan untuk waktu
yang ditentukan; batas waktu tersebut dapat diperpanjang dengan
surat keputusan satu atau beberapa kali lagi.

(2) Sesuatu penguasaan sementara diakhiri, setelah dipandang dalam
melaksanakan urusan perumahan tidak perlu lagi diteruskan.

Pasal 11.
Surat keputusan penguasaan sementara sekurang-kurangnya berisi :

a. Nama orang atau mereka c.q. perusahaan-perusahaan, lembaga-
lembaga dan lain-lain badan yang serupa dengan itu, dari siapa
perumahan itu dituntut;

b. Nama orang atau mereka c.q. perusahaan-perusahaan, jawatan-
jawatan, lembaga-lembaga dan badan-badan lain yang serupa dengan
itu, untuk siapa perumahan itu dituntut;

C. Sebuah keterangan seksama tentang perumahan yang dituntut;

Jika perlu, juga apa yang dimaksudkan dalam kalimat penghabisan
dari ayat kedua dari pasal 9;
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e. Syarat-syarat yang khusus, yang dipandang perlu, asal saja tidak
bertentangan dengan hukum atau dengan peraturan-peraturan
dalam bab IV dari.Undang-undang Darurat ini.

Pasal 12.

Mereka yang mempunyai sesuatu hak atau mereka yang mempergunakan
perumahan seperti dimaksud dalam pasal 9 ayat 5, dalam seminggu
sesudah surat keputusan itu diberitahukan dengan resmi kepada mereka,
dapat memasukkan permohonan, yang disertai dengan keterangan-
keterangan, kepada Pengawas untuk membatalkan atau mengubah surat
keputusan penguasaan sementara; pengawas melanjutkan permohonan
itu, disertai dengan pertimbangan, dalam empat belas hari kepada Menteri
untuk diambil keputusan.

Pasal 13.

Penguasaan sementara tidak boleh dijalankan sebelumnya kepada mereka
yang memakai perumahan yang dituntut, dapat disediakan satu
perumahan lain yang layak baginya.

Pasal 14.

(1) Surat keputusan tuntutan untuk menguasai sementara
diberitahukan dengan surat juru sita kepada

a. Pemakai perumahan;

b. Mereka yang dengan sesuatu cara mempunyai hak atas
perumahan itu atau kepada kuasanya yang diketahui; dengan
pemberitahuan itu, maka tuntutan itu sudah selesai. Untuk
cara-cara pemberitahuan itu berlaku peraturan-peraturan yang
harus dituruti untuk persengketaan di muka pengadilan.

(2) Surat keputusan mengandung perintah, supaya penghuni
menyerahkan perumahan yang dituntut kepada mereka untuk siapa
penguasaan sementara itu dilakukan dalam waktu yang ditetapkan
dalam surat keputusan itu.

(3) Karena ada permohonan seperti dimaksud dalam pasal 12, maka
pelaksanaan Surat keputusan tuntutan itu diundurkan, kecuali
apabila Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat telah
memerintahkan supaya segera dijalankan, dalam hal-hal yang
mendesak.

BAB IV
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TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA MEREKA
UNTUK SIAPA PENGUASAAN SEMENTARA
DIJALANKAN DAN MEREKA YANG MEMPUNYAI
SANGKUTAN HAK PADA PERUMAHAN YANG DIKUASAI
Pasal 15.

(1) Pada saat penguasaan sementara mulai berlaku, maka berlaku
antara orang yang berhak menyewakan perumahan penyewaan
turutan tidak termasuk dalam orang untuk siapa penguasaan
sementara itu dilakukan, hubungan hukum yang diatur oleh
peraturan hukum mengenai sewa-menyewa, apabila tidak ada
penyimpangan tentang hal itu dalam atau oleh sebab Undang-
undang Darurat ini.

(2) Jumlah sewa, yang harus dibayar untuk perumahan yang
dikuasai sementara, ditetapkan oleh Kepala Kantor Urusan
Perumahan Setempat dengan surat keputusan; apabila ada
Panitia sewa-menyewa, maka jumlah sewa ditetapkan oleh
Panitia tersebut.

Pasal 16.

Seseorang, untuk siapa sesuatu perumahan dikuasai sementara,
berhak memakai perumahan itu, maupun jalan masuk keperumahan
dan bangunan turutan, sesuai dengan kebiasaan pemakaian
perumahan setempat dan sesuai pula dengan sifat serta tujuan
pemakaian dari perumahan yang serupa itu menurut kebiasaan
setempat.

Pasal 17.

(1) Atas permintaan seseorang Yyang berhak menerima sewa
berdasarkan penetapan dalam pasal 15. Kepala Kantor Urusan
Perusahaan Setempat akan mengakhiri penguasaan sementara
apabila :

a. Penyewa memakai perumahan yang disewanya tidak
sebagaimana sepatutnya;

b. Penyewa tidak dengan teliti memenuhi kewajibannya
tentang pembayaran-pembayaran terhadap yang
menyewakan;

C. Penyewa amat lalai memenuhi kewajibannya yang
berdasarkan atas pasal 36 harus dipenuhinya;

d. Penyewa amat mengganggu kepada yang menyewakan
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atau kepada sesama penghuni rumah.

Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat memberikan
keputusannya dalam surat keputusan dengan menyebutkan
alasan-alasannya.

Pasal 18.

Apabila sesuatu penguasaan sementara dimaksudkan supaya
perumahan itu diserahkan kepada Kepala Kantor Urusan Perumahan
Setempat, maka hubungan hukum yang dimaksudkan dalam pasal
15 dan 16 berlaku antara orang yang berhak menyewakan
perumahan itu penyewa turutan tidak termasuk disatu pihak dan
Pemerintah dilain pihak.

1)

Pasal 19.

Apabila penguasaan sementara diakhiri maka seseorang, untuk
siapa penguasaan itu telah dijalankan, wajib mengembalikan
perumahan yang telah dikuasai sementara itu dalam keadaan
baik kepada yang berhak menyewakan penyewaan turutan
tidak termasuk-; semua ongkos-ongkos kerusakan dan
sebagainya, yang dipandang sebagai akibat kelalaian penyewa
didalam pemeliharaan perumahan itu, harus diganti oleh
penyewa.

Ketentuan dalam ayat 1 berlaku juga dalam hal tersebut dalam
pasal 18.

BAB V
PENETAPAN-PENETAPAN BERHUBUNG DENGAN
RUMAH-RUMAH PENGINAPAN
Pasal 20.

Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat memberikan ijin
kepada pengurus rumah penginapan, yang ditunjuknya
menurut peraturan dalam pasal 8, untuk memberikan
pemondokan kepada tamu yang belum mempunyai ijin tersebut
dalam pasal 6 ayat 1, selama batas waktu yang disebutkan
dalam surat ijin; waktu itu dapat diperpanjang sesuai dengan
ketetapan dalam pasal 8. Pada surat ijin dapat dicantumkan
syarat-syarat.

Memberikan dan memakai pemondokan dalam rumah
penginapan seperti tersebut dalam ayat dimuka ini tidak sah
dengan tidak ada ijin.

Ketentuan-ketentuan tentang penguasaan sementara dalam
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bab Il dan bab IV, berlaku pula untuk rumah-rumah
penginapan.

BAB VI
PENETAPAN-PENETAPAN UNTUK MENCEGAH
HILANGNYA RUANG PERUMAHAN ATAU SUPAYA
PEMAKAIANNYA LEBIH BERGUNA
Pasal 21.

Untuk mencegah hilangnya perumahan, Kepala Kantor Urusan
Perumahan  Setempat dapat memerintahkan  supaya
memperbaiki sesuatu bangunan; sebelumnya mengeluarkan
perintah itu ia harus lebih dahulu memperhatikan nasehat dari
Panitia Perumahan Setempat. Apabila telah disetujui oleh
Pengawas, maka perintah itu disampaikan kepada yang berhak
menyewakan seluruh bangunan bersangkutan.

Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat dapat
memerintahkan supaya mengadakan perbaikan-perbaikan,
penambahan-penambahan atau perubahan-perubahan dari
suatu bangunan atas ongkos Pemerintah.

Penambahan atau perubahan sesuatu bangunan tidak boleh
sedemikian rupa adanya sehingga semuanya merupakan
bangunan baru; penambahan atau perubahan itu hanya boleh
berarti mengerjakan pekerjaan pada bangunan yang telah ada
dengan maksud supaya ruangan yang telah ada dalam
bangunan itu dapat dipergunakan lebih sesuai dengan
kebijaksanaan penyelenggaraan dalam urusan perumahan.

Hal-hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan ketentuan
dalam ayat-ayat 1, 2 dan 3, diantaranya mengeluarkan perintah
yang termaksud,cara membiayai pekerjaan-pekerjaan yang
telah diperintahkan, cara mengeluarkan biaya dari Kas Negara
sebagai persekot-pinjaman dan lain sebagainya diatur dengan
peraturan Menteri.

Pasal 22.

Tiap-tiap orang diwajibkan menyetujui supaya oleh Kepala
Kantor Urusan Perumahan Setempat atau atas perintahnya
diadakan pekerjaan-pekerjaan penambahan, perubahan atau
perbaikan pada sesuatu bangunan, sesuai dengan penetapan-
penetapan di dalam pasal dimuka ini.

Pemakai bangunan  tersebut diwajibkan  memelihara
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penambahan-penambahan, perubahan-perubahan atau
perbaikan-perbaikan itu, sebagai juga terhadap bagian lain dari
bangunan itu yang dipakainya.

Dengan Peraturan Pemerintah dapat diatur cara membebankan
ongkos-ongkos mengadakan perbaikan-perbaikan,
penambahan-penambahan, atau perubahan-perubahan yang
dikerjakan olenh Pemerintah kepada pemilik rumah atau yang
menyewakan rumah dalam hal perintah yang tersebut dalam
pasal 21 dilalaikan oleh yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN-KETENTUAN GUNA MELINDUNGI
PERUMAHAN BAGI PENYEWA
Pasal 23.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan menurut
hukum untuk mengakhiri suatu perjanjian sewa-menyewa,
maka, apabila sesuatu perjanjian sewa-menyewa diakhiri
dengan tidak persetujuan fihak penyewa, Pengawas setelah
mendengar Panitia Setempat, dapat bertindak seperti tersebut
didalam pasal-pasal berikut guna melindungi perumahan bagi
penyewa.

Yang ditetapkan dalam ayat dimuka berlaku pula:

a. Apabila sesuatu perjanjian sewa-menyewa akan diakhiri
karena hukum atau diakhiri karena batas waktunya
sudah habis;

b. Apabila perumahan yang bersangkutan dijual dengan
membawa akibat bahwa penyewa wajib meninggalkan
perumahan yang disewanya,;

C. Apabila perjanjian sewa-menyewa itu dilakukan karena
penyewa bekerja pada yang menyewakan, atau perjanjian
sewa-menyewa adalah sebagian dari kontrak pekerjaan,
pada hal hubungan kerja antara kedua belah fihak sudah
berakhir.

Pasal 24.

Untuk melaksanakan pengusiran seorang penyewa dari perumahan
yang dipakainya dalam hal-hal seperti termaksud didalam pasal 23
diperlukan lebih dahulu persetujuan dari Pengawas dengan syarat-
syarat seperti termaktub dalam pasal berikut ;

Pasal 25.


http://www.djpp.depkumham.go.id

Pengawas akan memberikan persetujuan yang dimaksudkan dalam
pasal-pasal dimuka ini, apabila ternyata kepadanya bahwa;

a. Penyewa memakai perumahan vyang disewanya tidak
sebagaimana sepatutnya;

b. Penyewa tidak dengan teliti memenuhi kewajibannya tentang
pembayaran-pembayaran terhadap yang menyewakan;

C. Penyewa amat lalai memenuhi kewajibannya yang berdasarkan
atas pasal 36 harus dipenuhinya;
d. Penyewa amat menganggu kepada yang menyewakan atau
kepada sesama penghuni rumah.
Pasal 26.

Yang ditetapkan dalam bab ini tidak berlaku untuk perumahan yang
dipergunakan menurut penetapan-penetapan dalam bab V.

BAB VIII
TENTANG BEBERAPA HAL YANG KHUSUS
Mengenai rumah-rumah instansi.
Pasal 27.

(1) Sesuatu bangunan atau bagian-bagianya dapat dinyatakan
sebagai rumah instansi dengan surat keputusan dari Kepala
Kantor Urusan Perumahan Setempat; sebelumnya surat
keputusan itu dikeluarkan, Kepala Kantor tersebut harus lebih
dulu mendengar Panitia Perumahan Setempat.

(2) Sesuatu bangunan atau bagian-bagiannya dapat dinyatakan
sebagai rumah instansi guna perumahan untuk pegawai-
pegawai dari jawatan-jawatan, perusahaan-perusahaan,
lembaga-lembaga dan badan-badan lain yang serupa dengan
itu; pernyataan itu hanya diadakan atas permintaan tertulis
dari yang bersangkutan.

(3) Atas penolakan dari Kepala Kantor Urusan Perumahan
Setempat terhadap permohonan itu yang bersangkutan dapat
mengajukan keberatannya kepada Menteri melalui Pengawasi
dalam 8 hari setelah penolakan itu diberitahukan kepadanya
dengan resmi.

Pasal 28.

Pernyataan bahwa satu bangunan atau bagian-bagiannya adalah
perumahan instansi memberi akibat seperti berikut :
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a. Ruangan-ruangan perumahan didalam bangunan itu atau
bagian-bagiannya dapat dipergunakan oleh jawatan-jawatan,
lembaga-lembaga, atau perusahaan-perusahaan dan
sebagainya menurut kehendaknya masing-masing untuk
perumahan pegawai-pegawainya beserta keluarga-keluarganya
dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang akan
diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;

b. Pemakaian persil yang bersangkutan atau bagian-bagiannya,
sebagai tersebut dalam sub a, adalah terlepas dari pengurusan
Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat.

Pasal 29.

Surat pernyataan, yang dimaksudkan dalam ayat 1 dari pasal 27,
hanya dapat ditarik kembali atau diubah dengan surat keputusan
baru dari Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat dengan alasan
bahwa keterangan-keterangan yang dijadikan bahan untuk
mengeluarkan surat keputusan itu kemudian ternyata tidak benar,
atau tidak lengkap, atau sedemikian rupa berubahnya, sehingga surat
keputusan itu tidak akan dikeluarkan atau tidak dengan bentuk
serupa itu dikeluarkannya, apabila kenyataan-kenyataan itu telah
diketahui lebih dulunya; sebelumnya menjalankan penarikan atau
perubahan itu, Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat harus
lebih dahulu mendengar Panitia Perumahan Setempat.

Tentang bangunan-bangunan baru.
Pasal 30.

(1) Seseorang, yang mendirikan bangunan baru setelah Undang-
undang Darurat ini berlaku, berhak menjadi penghuni dari
bangunan itu.

(2) Apabila ia sendiri tidak hendak menjadi penghuni maka ia
dapat menunjuk penghuni yang dikehendakinya.

Tentang surat-surat perintah untuk mengosongkan sesuatu
perumahan.

Pasal 31.

(1) Apabila sesuatu perumahan tidak ditempati menurut
peraturan-peraturan dari Undang-undang Darurat ini, maka
Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat karena
jabatannya, atau atas permohonan orang yang menurut hukum
perdata berhak mempergunakan perumahan itu, sesudahnya
mendapat persetujuan dari Pengawas, dapat memerintahkan
dengan surat perintah supaya perumahan itu dikosongkan


http://www.djpp.depkumham.go.id

(3)

dalam batas waktu yang disebutkan dalam surat perintah itu.

Surat perintah untuk mengosongkan sesuatu perumahan tidak
dikeluarkan sebelum tersedia perumahan lain, yang layak
untuk penghuni yang harus mengosongkan perumahan itu,
kecuali apabila ada hal-hal seperti dimaksud dalam pasal 25
sub a sampai dengan d atau penghuni memang dari semula
adalah penghuni tidak sah.

Surat perintanh untuk mengosongkan dijalankan seperti
diuraikan dalam pasal 33.

Tentang surat-surat perintah untuk membayar sewa rumah.

1)

(3)

Pasal 32.

Apabila seseorang, untuk siapa dijalankan penguasaan
sementara atas sesuatu perumahan berdasarkan atas
penetapan didalam ayat pertama dari pasal 9, selalu tidak
membayar harga sewa yang harus dibayarnya menurut pasal
15, walaupun telah diperingatkan dengan surat dikirim tercatat,
maka Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat akan
memperingatkan dengan surat perintah supaya membayar
hutangnya itu.

Surat perintah itu ditanda-tangani oleh Kepala Kantor Urusan
Perumahan Setempat dan diserahkan dengan secepat mungkin
kepada yang berhak menerima sewa atau kepada kuasanya
dengan surat perintah yang mempunyai bentuk dan sifat
eksekutur.

Surat perintah, yang dimaksud dalam ayat dimuka ini, akan
dijalankan dengan cara seperti ditetapkan untuk menjalankan
keputusan-keputusan Hakim Sipil biasa.

Tentang bantuan Polisi

1)

Pasal 33.

Apabila sesuatu surat perintan untuk pengosongan seperti
dimaksud dalam pasal 31 tidak dipenuhi oleh yang
bersangkutan dalam batas waktu yang telah ditentukan, Kepala
Kantor Urusan Perumahan Setempat dapat menyuruh
menjalankan perintah itu dengan bantuan Polisi, atas ongkos
dari yang melalaikan perintah.

Polisi berwajib memenuhi permintaan bantuan itu, jika surat
perintah itu turut ditanda-tangani oleh Pengawas sebagai
pernyataan setuju akan bantuan Polisi itu.
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(2)

Pasal 34.

Jika dalam batas waktu yang telah ditetapkan perumahan yang
dituntut berdasarkan pasal 9 tidak diserahkan, Kepala Kantor
Urusan Perumahan Setempat dapat menyuruh menjalankan
tuntutan itu dengan bantuan Polisi atas ongkos yang
mengabaikan tuntutan itu.

Dalam menjalankan tuntutan dengan bantuan Polisi untuk
mendapat kekuasaan atas perumahan yang dituntut, termasuk
pula pengusiran pemakaian dari perumahan yang dituntut
serta mengeluarkan barang-barang bergerak yang terdapat
didalamnya, Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat tidak
perlu mengindahkan dengan dasar apa pemakai tersebut
masuk ke dalam perumahan itu atau dengan alasan apa
barang-barang itu terdapat dalam perumahan itu.

Ketentuan-ketentuan dalam ayat kedua dari pasal 33 berlaku
pula untuk pasal ini.

Pasal 35.

Apabila tuntutan yang dimaksudkan dalam pasal 20 ayat 3
tidak dipenuhi dengan rela. Kepala Kantor Urusan Perumahan
Setempat, atas ongkos yang mengabaikan perintah itu dapat
memaksakan dengan bantuan Polisi supaya mereka, untuk
siapa tuntutan itu dilakukan, dapat masuk kedalam rumah
penginapan itu dan mendapat ruangan penginapan yang
dituntut dan seterusnya mengambil tindakan-tindakan untuk
mendapat semua keperluan-keperluan, yang menurut
timbangan Kepala tersebut untuk memenuhi tuntutan itu.

Ketentuan-ketentuan dalam ayat 2 dari pasal 33 berlaku pula
untuk pasal ini.

Tentang kewajiban penghuni-penghuni satu sama lain mengenai
pemakaian listrik, air dan gas.

1)

Pasal 36.

Penghuni yang langsung berlangganan listrik, air dan gas
diwajibkan membolehkan pemakaian listrik; air dan gas itu oleh
penghuni-penghuni yang lain, kalau pada ruangan perumahan,
penghuni-penghuni yang lain itu ada instalasi pemakaian.

Jika terjadi perselisihan tentang pemakaian dan/atau
pembayaran, antara mereka yang dimaksudkan dalam ayat 1,
maka atas permohonan salah satu pihak, pembayaran itu
ditetapkan oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat
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dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Menteri.

Tentang kewajiban untuk memberikan keterangan-keterangan

1)

Pasal 37.

Tiap-tiap orang diwajibkan supaya memberikan keterangan-
keterangan yang diminta oleh Kepala Kantor Urusan
Perumahan Setempat  atau pegawai  yang khusus
dikuasakannya tentang pemakaian sesuatu perumahan, jika
memang nyata diperlukan untuk melakukan tugasnya.

Seseorang yang diminta keterangan oleh Kepala Kantor Urusan
Perumahan Setempat, yang dimaksud didalam ayat 1, berhak
meminta supaya pegawai tersebut lebih dahulu memperlihatkan
kepadanya surat kekuasaannya.

Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat berhak meminta
supaya seseorang, yang diminta keterangan-keterangan itu,
datang sendiri di kantornya pada waktu yang ditetapkannya.

Pasal 38.

Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat berhak meminta
supaya kepadanya diperlihatkan surat-surat, yang
dipandangnya perlu untuk memeriksa keterangan-keterangan
yang diberikan.

Jika surat-surat yang dimaksudkan berisi juga keterangan-
keterangan lain, maka hak yang dimaksudkan dalam ayat
dimuka ini hanya meliputi bagian-bagian dari surat-surat itu
yang diperlukan untuk pemeriksaan.

Tentang kewajiban penghuni dalam mengakhiri pemakaian
perumahan

1)

Pasal 39.

Apabila seseorang hendak mengakhiri pemakaian sesuatu
perumahan, maka ia diwajibkan memberitahukan maksudnya
itu lebih dahulu kepada Kepala Kantor Urusan Perumahan
Setempat empat belas hari sebelumnya pengakhiran itu akan
terjadi dan kalau itu tidak mungkin secepat-cepatnya.

Kewajiban yang disebutkan dalam ayat dimuka ini beriaku pula
untuk mereka yang berhak menyewakan perumahan itu,
setelah mereka mengetahui agak pasti, bahwa pemakaian akan
diakhiri.

Pasal 40.
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Dalam Undang-undang Darurat ini diartikan sama dengan
mengakhiri pemakaian sesuatu perumahan itu, apabila pemakai
meninggalkan perumahan itu terus-menerus sekurang-kurangnya
selama satu bulan dengan tidak mendapat ijin tertulis lebih dulu dari
Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat.

Tentang kewajiban pengurus rumah penginapan.
Pasal 41.

Pengurus-pengurus rumah-rumah penginapan, selainnya
berkewajiban sesuai dengan Kketetapan dalam bab ini, pula
berkewajiban sesuai dengan Kketetapan dalam bab ini, pula
berkewajiban memberikan keterangan-keterangan tentang
kemampuan memberikan pemondokan, tentang orang-orang yang
menginap di rumah penginapan dan tentang penyelenggaraan
penginapan.

Tengang kewajiban pegawai untuk merahasiakan Kketerangan-
keterangan.

Pasal 42.

Tiap-tiap pegawai diwajibkan merahasiakan segala yang dapat
diketahuinya pada waktu menjalankan Undang-undang Darurat ini,
atau waktu menjalankan pegawasan berdasarkan Undang-undang
Darurat ini, kecuali berdasarkan sesuatu ketentuan hukum, atau
karena pekerjaan dan jabatannya, ia diwajibkan memberitahukan
tentang hal itu.

Tentang penggantian kerugian
Pasal 43.

Dalam hal-hal yang akan ditentukan dengan peraturan dalam
keputusan Menteri oleh Negara dapat diberikan penggantian
kerugian, apabila kerugian itu diderita sebagai akibat dari sesuatu
tindakan guna penglaksanaan peraturan-peraturan dalam Undang-
undang Darurat ini.

BAB IX
TENTANG MEMAJUKAN KEBERATAN
Pasal 44.
Tiap-tiap orang, yang mempunyai kepentingan langsung disebabkan
oleh tiap-tiap perbuatan atau kealpaan dari Kepala Kantor Urusan
Perumahan Setempat dalam menjalankan Undang-undang Darurat

ini dapat mengemukakan keberatannya kepada Menteri dengan
melalui Pengawas, tetapi tidak berakibat bahwa dengan demikian
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penglaksanaan keputusan Kepala Kantor Urusan Perumah Setempat
dengan sendirinya dipertangguhkan; Menteri dapat segera
memerintahkan supaya mempertangguhkan berlakunya keputusan
yang bersangkutan, jika ia, sesudah menerima pernyataan keberatan
itu memandang ada alasannya.

Apabila Menteri menerima baik sesuatu pernyataan keberatan seperti
dimaksudkan di dalam bab ini atau bab lain di dalam Undang-undang
Darurat ini, maka, jika keputusan sebermula telah dijalankan
seluruhnya atau sebagiannya, Menteri mengatur juga akibat-akibat
dari keputusannya itu.

Penetapan-penetapan dalam Undang-undang Darurat ini, yang
bertujuan melindungi hak-hak dan kepentingan seseorang, tidak
mengurangi hak dari yang bersangkutan untuk memajukan
keberatan-keberatannya kepada pengadilan biasa untuk diadili dalam
hal-hal yang memang masuk tugas kewajiban pengadilan itu.

BAB X
TENTANG PERBUATAN-PERBUATAN YANG BOLEH
DIHUKUM DAN PENGUSUTAN PERBUATAN-PERBUATANITU.
Pasal 45.

Dengan hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda
sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah dapat dihukum barang-
siapa :

a. Menempati satu perumahan bertentangan dengan ketetapan
dipasal 6 ayat 1;

b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hal-hal yang
telah ditetapkan dalam surat ijin tentang pemakaian
perumahan yang diberikan berdasarkan atas pasal 6 ayat 1;

C. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan yang telah
ditetapkan dalam surat penguasaan sementara, tentang
pemakaian perumahan menurut Kketetapan-ketetapan dalam
pasal 9 atau dalam pasal 20 ayat 3;

d. Memberikan pemakaian sesuatu perumahan bertentangan
dengan pasal 6 ayat 1, kecuali kalau bersifat sementara selama
tidak lebih dari empat belas hatri;

e. Sebagai pengurus suatu rumah penginapan melakukan yang
bertentangan dengan yang telah ditetapkan dalam pasal 20 ayat
1;

f. Tidak memenuhi tuntutan penguasaan sementara Yyang
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disampaikan kepadanya seperti dimaksudkan dalam pasal-pasal
9 dan 20 ayat 3 atau bertindak, atau mengalpakan sesuatunya
sehingga tuntutan itu tidak dapat dipenuhi, atau menghalangi
mereka, guna siapa tuntutan itu dijalankan, untuk memakai
perumahan yang dituntut;

g. Tidak pada waktunya atau tidak secukupnya memenuhi
kewajiban-kewajiban yang diberikan kepadanya untuk memberi
keterangan-keterangan seperti dimaksudkan di dalam pasal-
pasal 37 ayat 1 dan 2, 38 dan 41 atau untuk menjalankan
pemberitahuan seperti dimaksudkan dalam pasal 39;

h. Memberi keterangan atau pemberitahuan seperti yang
dimaksud dalam huruf g, sedangkan ia tahu atau patut harus
disangkanya bahwa keterangannya atau pemberitahuannya itu
bertentangan dengan yang sebenarnya;

I Tidak memenuhi panggilan seperti dimaksudkan di dalam pasal
37 ayat 3;

J. Menyebabkan tindakan-tindakan berdasarkan Undang-undang

Darurat ini tidak dapat dilaksanakan, merintangi, atau
menghalangi penyelenggaraannya.

Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dimaksud dalam ayat 1,
dipandang sebagai pelanggaran.

Pasal 46.

Jika perbuatan-perbuatan yang tersebut dalam huruf f, g dan h dari
pasal dimuka ini dilakukan dengan sengaja, maka yang bersalah
dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan
atau denda sebanyak-banyaknya tiga puluh ribu rupiah.

Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dimaksud dalam ayat 1
dipandang sebagai kejahatan.

Pasal 47.

Jika sesuatu perbuatan, yang menurut bab ini dapat dihukum,
dilakukan oleh badan-hukum maka dakwaan dijalankan dan
hukuman dijatuhkan kepada anggota-anggota pengurusnya.

(2) Jika badan-hukum itu berkedudukan di luar wilayah Republik
Indonesia, maka dakwaan dijalankan dan hukuman dijatuhkan
kepada wakilnya setempat ditempat perbuatan itu telah
dilakukan.

(3) Yang ditetapkan di dalam ayat-ayat di muka ini berlaku pula
pada badan-hukum, yang bertindak sebagai pengurus atau
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wakil dari badan-hukum yang lain.
Pasal 48.

Selainnya pegawai-pegawai yang pada umumnya sudah ditugaskan
untuk mengusut perbuatan-perbuatan yang menurut Undang-
undang Darurat ini dapat dihukum, maka pengusutan perbuatan-
perbuatan, yang dapat dihukum berdasarkan Undang-undang
Darurat ini, ditugaskan pula kepada pegawai-pegawai menurut
ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perintah.

Pasal 49.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum, maka
pegawai-pegawai, yang ditugaskan untuk mengusut perbuatan-
perbuatan yang menurut Undang-undang Darurat ini dapat
dihukum, berhak pula untuk :

l. Menuntut supaya diperlihatkan kepadanya semua surat-surat
yang bersangkutan, apabila langsung dibutuhkan guna
menjalankan tugasnya dengan baik.

Il. Memasuki tempat-tempat, termasuk juga ruangan tempat
kediaman apabila langsung diperlukan untuk memenuhi tugas
kewajibannya, akan tetapi tidak boleh memasuki sesuatu
ruangan tempat kediaman antara jam 18 dan jam 6, kecuali :

a. Kalau mereka berdasarkan pangkatnya masing-masing
memang sudah berhak bertindak sedemikian;

b. Dengan seijin orang yang mendiaminya.

C. Dengan disertai oleh seorang jaksa yang berhak untuk
masuk di dalam batas waktu yang tersebut, atau seorang
diri, tetapi berdasarkan sehelai surat kuasa dari jaksa
dimaksud di atas,

BAB XI
PERATURAN PERALIHAN
Pasal 50.

(1) Pejabat-pejabat atau badan-badan, yang pada waktu mulai
berlakunya Undang-undang Darurat ini memangku jabatan
yang sama atau hampir sama dengan jabatan-jabatan yang
tersebut dalam Undang-undang Darurat ini, terhitung mulai
berlakunya Undang-undang Darurat ini, dipandang sebagai
telah diangkat dalam jabatannya masing-masing, berdasarkan
Undang-undang Darurat ini dan menjalankan jabatannya
sesuai dengan Kketetapan-ketetapan dalam Undang-undang
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Darurat ini.

(2) Yang ditetapkan dalam ayat pertama tidak berlaku untuk
Dewan-dewan Penasehat Setempat; dewan-dewan itu tetap
menjalankan jabatannya, asalkan tidak bertentangan dengan
peraturanperaturan dalam Undang-undang Darurat ini; dewan-
dewan itu selambat-lambatnya dalam tempo 3 bulan setelah
berlakunya Undang-undang Darurat ini harus diganti dengan
Panitia seperti dimaksud dalam pasal 5.

Pasal 51.

(1) Perbuatan-perbuatan, keputusan-keputusan dan tindakan-
tindakan yang pada saat mulai berlakunya Undang-undang
Darurat ini dengan sah telah dikerjakan, atau sedang
dikerjakan, diambil atau sedang diambil dan dijalankan atau
sedang dijalankan oleh yang berkuasa dan berhak, tetap
berlaku sesudah saat yang tersebut, tetapi semenjak saat itu
akibat-akibatnya diatur berdasarkan peraturan-peraturan yang
termaktub di dalam Undang-undang Darurat ini.

(2) Didalam hal-hal dimana peraturan-peraturan di dalam ayat di
muka ini menyebabkan kesulitan-kesulitan, maka Menteri, atas
permohonan yang bersangkutan. atau karena jabatannya, akan
memberi keputusan dalam hal-hal itu sedapat-dapatnya sesuai
dengan peraturan-peraturan dalam Undang-undang Darurat
ini.

BAB Xl
PERATURAN PENUTUP
Pasal 52.

Hal-hal lain, yang bersangkutan dengan Undang-undang Darurat ini
dapat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 53.

Peraturan-peraturan tentang urusan perumahan yang kini berlaku
dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Darurat ini bila berlakunya
masih dirasa perlu, didalam tempo tiga bulan sesudah mulai berlakunya
Undang-undang Darurat ini, harus ditetapkan lagi berdasarkan peraturan-
peraturan dari Undang-undang Darurat ini.

Pasal 54.

(1) Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan
dan berlaku surut sampai dengan tanggal 17 April 1958.

(2) Undang-undang Darurat ini dapat disebut "Undang-undang Darurat
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Perumahan".

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam
Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Diundangkan
pada tanggal 30 April 1958.
Menteri Kehakiman,

G. A. MAENGKOM

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 April 1958.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO

Menteri Sosial,

MULJADI DJOJOMARTONO
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PENJELASAN
UNDANG- UNDANG DARURAT No. 3 TAHUN 1958.
TENTANG
URUSAN PERUVAHAN.

A UMM

Urusan perumahan di dal am Negara kita dewasa ini diatur dengan
beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pejabat-pejabat Pusat
maupun pej abat - pej abat setenpat sipil, ataupun mliter.

Per at ur an- per at ur an itu di kel uar kannya ber angsur - angsur
menurut kebut uhan dal am praktek dan sanpai sekarang ini belum ada
Undang- undang yang nmeliputi segal a |apangan urusan perunahan yang
luas itu, dinmaksudkan di atas, nengingat kenyataan kekurangan
perumahan di mana-mana supaya penbagi an perumahan dapat diatur
sebai k- bai knya.

Undang- undang tentang urusan perunmahan itu harus nenpunyai
corak nasional dengan nenperhatikan fahamfaham hukum unum dan
ti dak di dasarkan kepada keadaan darurat seperti S. O B.

Dengan pengal aman dal am beberapa tahun bel akangan ini sudah
di ket ahui kebut uhan- kebut uhan dalam praktek sehingga dapat
di harapkan bahwa Undang-undang Darurat ini akan dapat nencapai
hasi| yang bai k.

Penerintah nerasa perlu nenmegang beberapa kekuasaan yang
nmenpengar uhi  hak-hak seseorang dilapangan perumahan selama tidak
ada keseinbangan antara banyaknya perumahan dan kebutuhan akan
perumahan. Pada dewasa ini kebutuhan jauh |ebih besar dari pada
adanya perumahan, sehingga Penerintah harus dapat nengatur supaya
perumahan yang ada dapat di pergunakan nenurut penbagai n yang | ayak
dan adil. Untuk dapat nenjalankan nmaksud-maksud itu Penerintah
perlu menpunyai kekuasaan-kekuasaan yang sah berdasarkan Undang-
undang, sehingga dapat nel aksanakan dan di mana perlu nel aksanakan
maksud itu

Sebal i knya sebagai inbangan dari kekuasaan Penerintah itu
harus pula ada jam nan yang nelindungi unmum terutama kekuasaan
yang nenpengar uhi hak-hak seseorang, hanya dapat dijal ankan apabil a
sudah di penuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan dal am
Undang- undang Darurat ini.

Peneri ntah beranggapan bahwa Undang-undang Darurat ini akan
nmenberi kan Kkesenpatan kepadanya untuk nenghadapi sebak-bai knya
kesulitan-kesulitan dalam perunmahan; seterusnya Undang- undang
Darurat ini nenberi kesenpatan kepada Penerintah untuk nengatur
per umahan dengan cukup jam nan hukum

Dengan kel uarnya Undang-undang Darurat ini naka akan tercapa
kepasti an hukum dan dapat nmel enyapkan kegel i sahan dan kebi nbangan
yang dewasa ini sering sekali ternyata dalam nasyarakat, vyaitu
apakah sesuatu tindakan dari Penerintah yang dianbilnya dalam
| apangan perunmahan itu sah dan di pertanggungj awabkan.

Undang- undang Darurat ini mengurai kan cukup jelas kekuasaan-
kekuasaan serta batas-batas dan syarat -syarat nya.

Hal itu dapat dilihat antara lain dalambab I, I, 1V, VI
VIl dan I X dari Undang-undang Darurat ini.
Undang- undang  Darurat ini terutama nengatur  penbagi an

perumahan yang telah ada. Tentang penbangunan baru di adakan
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ket entuan-ketentuan dalam bab WV Il pasal 30 wuntuk nendorong
penbangunan rumah-runmah baru, dengan nenberi Kkelluasan kepada
pemlik yang nendirikan rumah itu untuk nenetapkan sendiri
penghuni - penghuni .

B. PEMBAG AN UNDANG- UNDANG

Bab pertama dari Undang-undang Darurat ini berisi peraturan
umum dan nengatur organi sasi di nas perunmahan, seterusnya dadal am
sebelas bab |ainnya nengatur penyel enggaraan urusan perunmahan,
kekuasaan dan kewaji ban pegawai, beberapa hal khusus dan akhirnya
nmernuat per at ur an- per at uran peral i han dan penut up.

SEPASAL DEM SEPASAL.

BAB | .
Pasal 1.
Ayat 1: D dalam pasal ini dipergunakan istilah perumahan

dengan nmeksud untuk nengganti istilah akonodasi yang bi asa di paka
dal am penyel enggar aan urusan per unahan.

Mengi ngat bahwa dalam penakaian perumahan sering terbit
perselisihan tentang pekarangan dan jalan keluar masuk, naka
bai knya di nyatakan di sini bahwa dalam arti perunmahan ternmasuk juga
pekarangan dan jalan keluar masuk yang sungguh-sungguh nerupakan
bagian yang tidak dapat di pi sahkan dari perumahan  yang
di pergunakan, dalam hal ini nmenurut pertinbangan Kepala Kantor
Urusan Perunmahan Set enpat .

Ayat 2a: "Yang nenurut atau berdasarkan peraturan-peraturan
dari Undang-undang ini masuk dalam |ingkungan pengurusan dari
Kant or Urusan Perunmahan Setenpat"” adal ah pertama ber hubungan dengan
penetapan Menteri Sosial tentang w layah Kantor Wusan Perunmahan
Set enpat .

Sesuat u bangunan barul ah masuk dal am pengurusan U usan Kant or
Per umahan Setenpat, apabila bangunan itu terletak dalam |ingkungan
bat as wi |l ayah kantor itu.

Kedua ada pula kenmungkinan, disebabkan alasan-alasan yang
praktis, bahwa satu kel onpok perumahan yang | etaknya dal am wi | ayah
Kant or Urusan  Perunmahan  Setenpat, tidak di masukkan dal am
pengur usannya.

Sunggupun dasarnya Undang-undang Darurat ini supaya senua
per umahan di masukkan ke dal am peraturan Undang-undang ini, tetap
di beri pula kel onggaran untuk nenyesuai kan hal itu dengan keadaan
di dalam praktek. Kata-kata "berdasarkan peraturan-peraturan dari
Undang-undang Darurat ini" berarti pula nenurut petunjuk-petunjuk
untuk tiap-tiap daerah yang akan diberikan oleh Menteri atau
nmenur ut pet unj uknya ol eh pegawai bawahan.

Ayat 2Db:
Cukup j el as.

Pasal 2.
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Ayat 1: Pokok isi ayat 1 adalah penberian tugas dalam
urusan perunmahan kepada Menteri Sosi al .

Penerintah nmemandang penusatan tugas dalam satu tangan itu
penti ng karena,

a. Secara dem ki an dapat di adakan koordi nasi pekerjaan nengurus
penbagi an perunahan di sel uruh | ndonesi a.
b. Untuk tugas itu hanya seorang Menteri saja yang bertanggung-

j anab. Wal aupun dem ki an, dibuka pul a jalan untuk nenyerahkan
tugas dal am urusan perumahan ini kepada pej abat - pej abat / badan-
badan lain, dibawah pertanggungan-jawab Menteri sendiri
Penyerahan sesuatu tugas yang khusus seperti dinmaksud dal am
ayat 1 bukan  berarti, bahwa Menteri di bebaskan dari
pert anggungj awabnya tentang tugas yang bersangkutan itu.
Penbebasan itu hanya dapat dil aksanakan dengan Undang-undang.
Ayat 2: Kesenpatan di buka djuga untuk nenyerahkan urusan
per umahan kepada Daer ah-daerah Gtonom hal nana berdasar kan Undang-
undang Darurat ini dapat dilakukan dengan Peraturan Penerintah,
agar supaya dengan dem kian penyerahan itu dapat cepat
di | aksanakan.
Pasal 3.

Menurut ayat 1 nmaka Kantor Wusan Perumahan Setenpat hanya
dapat di berikan oleh Menteri Sosial, apabila ia nmemandang perlu
Hal ini adalah akibat dari penusatan kebijaksanaan dalam urusan
perumahan pada Menteri yang untuk seluruhnya bertanggung-jawab
kepada Dewan Perwakil an Rakyat (D.P.R).

Karena belanja untuk nenyel enggarakan urusan itu diseluruh
Negara diberatkan pada anggaran Kenenteri annya, maka sudah
sepatutnya pula diserahkan kepada pertinbangan Menteri, apakah
di suatu tenpat harus didirikan Kantor UWusan Perumahan Setenpat,
t er masuk apakah perlu dil uaskan, dikecil kan atau di hapuskan.

Ini adal ah prinsip saja, Menteri harus nenperhatikan kei ngi nan
daerah. Karena itu nmaka Kantor Urusan Perunmahan Setenpat didirikan
dan di susun sedapat nungkin sesuai dengan kehendak-kehendak yang
di sanpai kan kepada Menteri ol eh Pereri nt ah Daer ah yang
ber sangkutan. Menteri hanya akan nenyi npang apabil a ada keber at an-
keber at an yang penti ng.

Dal am beberapa hal dipandang perlu lebih dulu bernufakat
dengan Penerintah Daerah yang bersangkutan, karena Penerintah itu
dapat nmengetahui (nengira-ngirakan) kebutuhan-kebutuhan setenpat
dal am hubungan dengan kebut uhan- kebut uhan sel uruh w | ayahnya.

Nasehat dan pertinbangan Penerintah Daerah itu antara lain
di perl ukan untuk mnenetapkan |uasnya sesuatu w | ayah Kantor W usan
Per umahan Set enpat dan nenet apkan banyaknya pegawai - pegawai .

Sedem ki an nmaka Kantor-kantor Setenpat itu nenpunyai sifat
sesuatu kantor yang di pi npi n dan di sel enggar akan ol eh tenaga-tenaga
set enpat, wal aupun kantor-kantor itu didirikan secara sentral

Ayat 4. Pengawas yang dinmaksud disini tidak hanya harus
ber pedoman kepada petunj uk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri,
tetapi ia harus pula taat kepada perintah-perintah yang diberikan
oleh Menteri kepadanya serta nengawasi juga supaya perintah-
perintah itu dituruti ol eh Kepal a Kantor Urusan Perumahan Setenpat.

Pasal 4.
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Pengawasan yang akan dilakukan oleh Kantor Pusat U usan
Perumahan adal ah preventif dan pula repressif terhadap pekerjaan-
pekerjaan dari Kantor-kantor Setenpat. Sebagai Pengawas neka ia
berhak nmem nta kepada Kantor-kantor Setenpat senua Kketerangan-
ket erangan tentang pekerjaan-pekerjaan yang dipandangnya perlu
unt uk nencocokkan kepada kebijaksanaan Peneri ntah dal am menecahkan
masal ah tentang urusan perunmahan, yang antara | ain ditetapkan dal am
pet unj uk- pet unj uk dan pedoman-pedorman (lihat pasal 3 ayat 4).

Pekerjaan yang diperlukan untuk nenyel enggarakan tugas
kewaj i ban dari Kantor Pusat tersebut dalam ayat 1 dapat kenudi an
diatur oleh Menteri dengan peraturan admnistratif.

Pasal 5.

Ayat 1. Wl ayah Panitia Perumahan Setenpat adalah sana
dengan w | ayah Kantor W usan Perunmahan- perumahan Setenpat .

Ayat 2. Ket ent uan- ketentuan yang Kkhusus nengenai tugas
Panitia terdapat dalam pasal 9 ayat 2 dan 4, pasal 21, pasal 23
pasal 27 ayat 1 dan pasal 29.

Ayat 3. Cukup j el as.

BAB | 1.
Pasal 6.

Pasal ini nenetapkan syarat utama untuk nenmakai sesuatu
perumahan; penakaian itu hanya dapat dilakukan dengan surat ijin
dari Kepala Kantor Uusan Perumahan Setenpat yang dikel uarkan
| ebi h dahul u nenurut bentuk yang di har uskan.

Tiap-tiap orang yang nenakai sesuatu perunahan dengan tidak
nmermakai surat ijin, adalah seorang penakai gelap dan kepadanya
dapat dijal ankan tindakan-tindakan atas dasar atau kuasa Undang-
undang Darurat ini. Apabila azas itu tidak di pegang teguh nmaka pada
umummya penbagi an yang tepat dari perumahan itu tidak akan dapat
dijalankan. Titik berat dari penetapan ini terletak ditiap-tiap
bagi annya, yaitu:

a. ijinitu harus didapat |ebih dahul u;

b. ijinitu harus diberikan dengan tertulis;

C. ijin itu harus dikel uarkan nmenurut bentuk yang di haruskan
Hanya dengan tiga syarat itu dapat di cegah  seorang

nmenyandar kan penakai an sesuatu perumahan atas ijin yang diberikan
dengan lisan, atau ijin yang diperoleh kenudian atau ijin yang
di perol eh dengan surat atau sesuatu catatan bel aka.

Ayat 2. Dalam ayat ini dapat kita l|ihat bahwa alasan yang
terutama unt uk nengi zi nkan penmakai an sesuat u perumahan bukan stat us
hukum perakai ; apakah pemakai merupakan satu badan- hukum per seroan
dan sebagai nya, tidaklah nenjadi soal, asal saja dalam surat ijin
itu ternyata siapa yang nenjadi penakai, wal aupun sebol eh- bol ehnya
harus diusahakan supaya pernyataan-pernyataan itu tepat adanya;
tepat atau tidaknya pernyataan itu secara yuridis adalah penting
pada saat nel akukan penetapan-penetapan dalam bab I111; juga pada
umummya hal itu penting, apabila sekiranya kewajiban hukum sipil
harus di bebankan kepada yang diberi ijin atau dibebankan kepada
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orang |l ain untuk yang diberi ijin.

Apabi | a dal am hal serupa itu tinbul keragu-raguan nmaka adal ah
bai k dimnta pertinbangan yuridis guna nendapat perunusan yang
t epat .

Pasal 7.

Ayat 1, 2 dan 3. CQukup jel as.

Ayat 4. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 4 tidak ada dalam
per at ur an- peraturan perunmahan yang berlaku sekarang; di maksudkan
dengan Kketentuan-ketentuan "itu supaya publik dengan nenpunyai
sehelai surat ijin, terjamn untuk dapat nenmakai terus-nenerus
per umahan yang di pakai nya.

Perubahan itu (yaitu perubahan-perubahan dari kenyataan-
kenyat aan yang di maksudkan dal am ayat 4 b dari pasal 7, tidak bol eh
di pandang satu perubahan umuni

Yang di nmaksud dengan bagian kalimat ini ialah agar supaya
jangan nudah saja nencabut sesuatu ijin dengan alasan m sal nya
bahwa pengungsi banyak sekali datang dari luar kota; perubahan
kenyataan serupa ini, yang unmum sifatnya, tidak boleh dijadikan
al asan untuk nencabut sesuatu surat ijin, yang telah diberikan.
Kar enanya di t ent ukan per ubahan- per ubahan nmana yang dapat
nmengaki bat kan pencabutan surat ijin itu, yaitu perubahan-perubahan
yang | angsung ber sangkut an dengan:

a. penegang ijin yang sah; msalnya karena susunan kel uarganya
ber ubah;

b. status dari perumahan; m sal nya perumahan itu dijadi kan rumah
i nstansi, sekol ah, asrama dan sebagai nya;

C. pem lik dari perumahan nenurut hukum perdata; apabila pemlik
itu nenpunyai al asan-al asan yang khusus untuk diberi ijin

untuk nenenpati rumah mliknya sendiri unpamanya karena

kenbal i dari pengungsi an, kebakaran, banjir dan sebagainya,

maka sudah selayaknya pemlik itu diberi kesenpatan untuk
mendi am runah mliknya.

Jamnan lain dalam segala hal ada pula dicantunkan dal am
penet apan dal am ayat 6.

Ayat 5. Cukup j el as.

Ayat 6. Lar angan pencabutan surat ijin dimaksud dal am ayat
ini  hanya nengenai penegang ijin yang tetap tinggal di dalam
wi | ayah Kantor U usan Perumahan Setenpat bersangkutan. Apabila
pemegang ijin itu pindah ke lain wlayah, maka dengan sendirinya
Ijinitu harus dicabut.

Pasal 8.
Cukup j el as.

BAB | I1.

Pasal 9.

Sanpai saat ini dipergunakan peraturan-peraturan penberian
penondokan dengan paksa unt uk daer ah Jawa ber dasar kan
I nkwartieringsverordening Java 1947, diunmunkan dalam Javasche
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Courant 1948 No. 90.

Isi peraturan ini tidak ada | agi tercantum dal am Undang- undang
Darurat ini.

Per at ur an nmenberi kan perumahan di dal am satu persil yang tel ah
didiam orang l|ain dimsukkan dalam bab 111 ini dan diberi nanma
"Tent ang penguasaan senentara atas perunmahan”.

Hak itu adal ah satu hak kekuasaan yang nendal am yang pada
azasnya terletak dalam tangan Kepala Kantor U usan Perunahan
Setenpat. Sifat yang sangat nenpengaruhi hak orang lain itu dapat
di pertanggung-j awabkan dengan nengi ngat pada Undang-undang Dasar
Senent ara yang nenet apkan bahwa mlik itu, berfungsi sosial.

Sungguhpun demkian nmaka hak mlik itu tetap satu hak
perseorangan. Karena itu nmaka untuk nenpengaruhi hak itu,
sungguhpun untuk Kkepentingan unmum hendaknya harus harus pula
beral asan cukup dan nenpunyai jam nan yang mnenuaskan agar supaya
pengertian hak mlik itu jangan nmenjadi pengertian yang tidak rieel
yang sudah barang tentu bukan tujuannya dari Undang-undang Dasar
di maksud itu. Sungguhpun hak untuk nenguasai senentara itu terletak
dal am tangan satu functionaris, akan tetapi ia harus lebih dulu
nmendengar nasehat dan perinbangan Panitia Perumahan Setenpat,
sedangkan adpis itu hanya dapat di beri kan dengan al asan-al asan yang
tercantum dal am ayat 5 dari pasal ini.

Sedem ki an pula keputusan untuk nenuntut itu hanya dapat
di anbi | dengan al asan-alasan yang dinmaksud di atas ini.
Tanggungj awabnya form| tetap terletak pada Kepala Kantor UWusan
Perumahan Setenpat, karena ia tidak diwajibkan untuk nengikuti
nasehat dan pertinbangan Panitia itu.

Apabila dipandangnya perlu ia tetap berhak nenjal ankan
penguasaan senentara itu, wal aupun bertentangan dengan nasehat dari
Pani tia di maksud.

Sel ai nnya ol eh Kepala Kantor Wusan Perunahan Setenpat, atau
oleh Panitia Perumahan dapat didengar keterangan-keterangan dari
yang berkepentingan, terbuka pula jalan kuasa pasal 12 untuk
nmermasukkan keber at an- keber at annya kepada Menteri . Apabi | a
ket erangan dari yang bersangkutan tidak didengar |ebih dahulu
seperti termaksud tadi, maka keputusan tuntutan untuk nenguasai
senent ara perumahan itu adal ah batal (ayat 4 kalimat terakhir).

Sel anj utnya pasal ini tidak nenerl ukan penj el asan.

Pasal 10 dan 11.

Cukup j el as.

Pasal 12.

Apabi | a yang ber sangkut an ber pendapat ada al asan-al asan, bahwa
sesuatu keputusan tuntutan batal atau dapat dibatalkan, naka
bagi nya terbuka jalan untuk nemnta kepada Hakim biasa untuk
nmendapat pernyataan batal kuasa itu, pasal 44 ayat 3.

Pasal 13.

Wkuran "layak" yang di maksudkan dal am pasal ini harus diukur
menurut  ukuran-ukuran khusus yang dengan persetujuan Menteri
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ditetapkan oleh Kepala Kantor Uusan Perumahan Setenpat dan
di umunkan dal am sekurang- kurangnya dua surat kabar, ukuran-ukuran
itu nenyatakan besarnya perunmahan, termasuk ruangan turutan yang
dapat di beri kan kepada seseorang c.q. keluarga. Ukuran-ukuran itu
yang nungkin sangat berlainan ditiap-tiap tenpat adalah hanya
pet unj uk- petunjuk admnistratif sehingga tidak nenberi hak kepada
publ i k.

Pasal 14.
Cukup j el as.
BAB |V
Pasal 15.

Ayat 1. Dal am ayat ini dan berikutnya dalam Undang-undang
Darurat ini banyak dipakai kalimat "penyewaan turutan tidak
t er masuk".

Kalimat ini perlu untuk nenyatakan dengan terang bahwa hak
atau kekuasaan, c.q. kewajiban tersebut dal am pasal -pasal itu jatuh
kepada c.q. dibebankan kepada yang nenurut hukum perdata berhak
nmermakai sel uruhnya perumahan yang ber sangkut an.

Ayat 2. Cukup j el as.

Pasal 16, 17, 18 dan 19.

Cukup j el as.
BAB V.
Pasal 20.
Cukup j el as.
BAB VI
Pasal 21.

Penet apan- penet apan dal am bab M ini, yang nengatur hal nencegah
hi | angnya perumahan adalah luas sekali. Luas dilihat baik dari
sudut paksaan yang akan diletakkan kepada partikelir-partikelir,
maupun dilihat dari sudut hak untuk nenuntut penggantian kerugi an
kepada Penerintah. Penetapan itu dapat dipertanggung-jawabkan,

bahwa harus dianggap perlu sekali, karena tidak saja nmenguntungkan
pem|lik partikelir dari sesuatu bangunan, tetapi juga nenguntungkan
masyar akat .

Bukankah sesuatu kepentingan unmum yang utana, apabila
perumahan yang ada ditengah-tengah masyarakat itu selalu ada dal am
pernel i haraan bai k.

Kekuasaan yang disini diserahkan kepada Kepal a Kantor U usan
Perumahan Setenpat, adalah satu kekuasaan yang tidak dapat
di | epaskan karena pentingnya supaya senua perunmahan yang ada tetap
dal am keadaan bai k guna kepenti ngan nasyarakat. Karena kekuasaan
itu sering nenberatkan yang berhak atas sesuatu persil dan sering
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sekal i menmaksa ia nmengor bankan banyak uang, sedangkan juga Negar a-
dapat diwaji bkan nengel uarkan uang, maka untuk nenjal ankan
kekuasaan itu harus diadakan peraturan-peraturan khusus ol eh
Menteri Sosi al .

Pasal 22.

Ayat 1. Penet apan dal am pasal ini dapat di hubungkan dengan
penet apan dal am pasal 45 ayat 1 huruf j.

Ayat 2. Cukup j el as.

Ayat 3. Cukup j el as.

BAB VI |

Pasal 23.
Cukup j el as.

Pasal 24.

D dalam pasal ini diberikan kepada "Pengawas" di maksud dal am
pasal 3 ayat 3 beberapa kekuasaan yang khusus, guna nelindungi
per umahan bagi penyewa.

Pasal 25.

Sebal i knya dari pada ketentuan-ketentuan dal am pasal 24 yang
mel i ndungi  penyewa, naka pasal 25 nelindungi yang nenyewakan
terhadap penyewa yang nelalaikan Kkewajiban-kewajiban sebaga
penyewa.

Tentang hal nemasukkan kenbali pem |ik ke dal am perunmahan yang
telah dihuni orang lain (hal yang biasa disebutkan sebaga
rehabilitasi pemlik-pemlik rumah) akan diatur ol eh Menteri dal am
i nstruksi-instruksi atau peraturan-peraturan.

Pasal 26.
Cukup j el as.
BAB VIII.
Rumah instansi yang disebutkan dalam bab ini, bukan runmah-
rumah Penerintah, tetapi ialah rumah-rumah yang dengan ijin Kepala

Urusan Perumahan Setenpat di pergunakan ol eh badan-badan resm dan
partikelir untuk perunmahan pegawai - pegawai nya.

Pasal 27.
Cukup j el as.
Pasal 28.
Sub a. "Dengan nengi ndahkan peraturan-peraturan yang akan
di beri kan ol eh atau atas nama Menteri". Dengan nemasukkan kal i mat

ini tidak dinmaksudkan untuk nengurangkan arti kata-kata yang
di sebut kan sebel um kal i mat tersebut.
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Maksud dari  kalimat itu ialah supaya dalam nel akukan
"kehendaknya sendiri" itu tidak terlalu nenyinpang dan ukuran-
ukuran perumahan vyang dijalankan oleh Donas Uusan Perunmahan
Set enpat unt uk rumah-rumah yang bukan rumah i nstansi

Pasal 29, 30 dan 31.

Cukup j el as.
Pasal 32.
Ayat 2. Karena surat perintah untuk nenbayar sewa yang
nmenunggak - sesudahnya penberitahuan dengan surat tercatat

di sanpai kan sesuai dengan penetapan dal am ayat 1 - di kel uarkan ol eh
Kepal a Kantor U usan Perumahan Setenpat dal am bent uk sitaan dengan
lain perkataan, bersifat eksekutur, mnaka khusus dalam hal ini
seol ah-olah terdapat satu sitaan yang disederhanakan. Untuk
ti ndakan luar biasa ini ada alasannya, karena ruangan perunmahan,
yang disewakan itu sudah dikuasai senentara oleh Kepala Kantor
Urusan Perumahan Setenpat dari yang nenyewakan unt uk penyewa.

Seberapa perlu diingatkan dal am hubungan ini kepada jam nan
unt uk yang nmenyewakan, yang tercantum dal am pasal 17.

Pasal 33.
Ayat 2. Unt uk nenj am n tepatnya kebijaksanaan dal am mem nta
pertol ongan kepada polisi, maka surat pernohonan untuk nemnta
pertolongan itu harus ditanda-tangani |ebih dulu oleh Pengawas

di maksud dal am pasal 3 ayat 3.
Pasal 34, 35 dan 36.
Cukup j el as.
Pasal 37.

Ayat 1, "Jika nmemang nyata diperlukan untuk el akukan
tugasnya". Perunusan dal am akhir kalimat dari ayat ini nengi kat hak
kekuasaan Kepala Kantor untuk menuntut Kketerangan-keterangan yang
di perlukan; terikat oleh ukuran obyektif "perlu atau tidaknya"
ket er angan- ket erangan itu untuk nel akukan tugasnya.

Dengan lain perkataan perunusan itu adalah suatu ukuran
obyektif, yang nenjadi syarat untuk kekuasaan akan nmemnta
ket er angan- ket er angan yang di kehendaki. deh sebab itu Haki m dapat
menguj i ukuran ini dalamtingkatan yang terakhir.

Sedem ki an maka umum (publik) dapat dilindungi supaya atas
sesuatu pertanyaan jangan nenberi  keterangan-keterangan yang
hendaknya jangan dikeluarkan jika tidak perlu untuk pelaksanaan
pekerjaan si pem nta keterangan.

Lain halnya kalau penetapan itu berbunyi: "yang menurut
ti nbangannya perlu untuk mel aksanakan tugasnya".

Perunusan serupa i ni dengan sengaj a di hi ndar kan.

Ayat 2 dan 3: CQukup j el as.
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Pasal 38.

Dal am pasal ini tidak dianbil perunmusan "obyektif" dari pasa
27 ayat 1, tetapi yang "subyektif", ternyata dari perkataan-
per kataan "yang di pandangnya perlu untuk neneriksa keterangan-
ket erangan yang di beri kan". Hal ini dapat dijal ankan dan nenberi kan
kepada Kepal a Kantor kebebasan bertindak, sedangkan ayat kedua dari

pasal ini nmenjamn supaya tindakan (kekuasaan) itu dijalankan
dengan bai k.
Pasal 39.
Cukup j el as.
Pasal 40.

Bi asanya sesuatu ruangan yang dipakai beralasan surat ijin
bertenpat dapat ditinggal kan senentara |ebih dari satu bulan, asa
saja dengan setahu dan pengawasan dari Kepala Kantor Wusan
Perumahan setenpat. Peraturan ini perlu untuk menjamn penakai an
per umahan secara tepat.

Yang di maksud dengan nmeni nggal kan sesuatu perumahan dal am
pasal ini ialah apabila senmua anggota keluarga yang bersangkutan
| ebi h dari satu bul an neni nggal kan perumahan ber sangkut an.

Dal am hal Kkeragu-raguan tentang keadaan yang sebenarnya dapat
ki ranya keputusan terakhir dipercayakan dengan bai k kepada Kepal a
Kant or Urusan Perunmahan Set enpat.

Pasal 41.
Cukup j el as.
Pasal 42.
"Waktu nenj al ankan" Undang-undang Darurat ini, atau waktu

nmenj al ankan "pengawasan" atas dituruti atau tidaknya Undang-undang
Darurat ini.

..... "Perunmusan ini nmenpunyai arti bahwa yang harus
di rahasi akan ol eh pegawai yang di maksudkan dal am pasal ini ialah
hal - hal yang di dapatnya "dari sebab" nenjal ankan atau "dari sebab"
pengawasan yang dimaksud dalam pasal ini atau yang didapatnya
"ber hubung dengan” nenj al ankan dan pengawasan Undang- undang Dar ur at
ini.

Ket er angan- ket er angan dan sebagai nya yang nengenai pokok dan
pribadi itu patut tidak diceritakan keluar dan Kketerangan-
ket erangan itu hanya di pergunakan untuk keperluan jabatan dan dal am
hubungan j abat an.

Kuasa peraturan dalam Undang-undang Darurat ini  nungkin
seseorang diwajibkan wuntuk nenberitahukan sesuatunya, unpanmanya
sebagai saksi dal am sesuatu perkara kejahatan. Sanksi dari pasa
ini dapat dilihat dalam pasal 322 dari Kitab Undang-undang Hukum
Pi dana.
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Pasal 43.

Cukup j el as.
BAB | X.
Pasal 44.

Dengan keal paan yang di sebutkan dalam ayat 1, diartikan juga
hal, bahwa Kepala Kantor Wusan Perumahan Setenpat dal am enpat
m nggu sesudahnya sesuatu pernohonan disanpai kan kepadanya ti dak
nenyat akan kepada penohon sesuatu perbuatan yang berhubuungan
dengan pernohonan itu.

BAB X
Pasal 45 s/d 49.
Cukup j el as.
Pasal 50.

Ayat 2. Kewaj i ban Dewan Perumahan Setenpat yang sekarang
ada, amat berbeda sekali dari kewajiban Panitia Perumahan Setenpat
yang di adakan ol eh Undang-undang Darurat ini; untuk nenghi ndarkan
segal a keragu-raguan, mnaka ketetapan dalam ayat 1 tidak berlaku
pada Dewan di maksud di at as.

Dewan-dewan itu berkewajiban berjalan terus, apabila tidak
bert ent angan dengan ket et apan-ketetapan dari Undang-undang Dar ur at
ini, akan tetapi Dewan itu tidak dipandang sebagai Dewan yang
di bent uk kuasa Undang-undang Darurat ini.

Pasal 51.

Cukup j el as.
BAB Xl |
Pasal 52.

Cukup j el as.
Pasal 53.

Yang di maksudkan dengan peraturan-peraturan tentang urusan
perumahan dal am pasal ini, ialah peraturan-peraturan yang hingga
kini nmungkin dituruti oleh pelbagai D nas-dinas UWusan Perunmahan
Set enpat .

Ter masuk Lenbaran-Negara No. 43 tahun 1958.

D ket ahui
Ment eri Kehaki nan,
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